
 
  



 

Kata Pengantar 
 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan 

karunia-Nya, buku petunjuk pengisian Rencana Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil 

Negara (ASN) ini dapat disusun dengan baik. Kehadiran buku petunjuk ini dimaksudkan 

untuk memberikan panduan praktis bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dalam menggunakan aplikasi satamasn.babelprov.go.id, khususnya pada 

menu pengisian Rencana Pengembangan Kompetensi (Renbangkom). 

 

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya bertujuan 

untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi 

yang dipersyaratkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. 

 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2020 menekankan pentingnya pengembangan kompetensi sebagai bagian integral 

dari penerapan sistem merit dalam manajemen PNS, dimana PNS berhak mengembangkan 

kompetensinya paling sedikit 20 jam pelajaran dalam satu tahun. 

 

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi landasan hukum terkait hak dan 

kewajiban PPPK, termasuk hak untuk memperoleh pengembangan kompetensi. 

Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi PPPK ditetapkan paling lama 24 jam pelajaran 

dalam satu tahun masa perjanjian kerja, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi serta 

hasil penilaian kinerja oleh Pejabat yang Berwenang (PyB). 

 

Dengan demikian, baik PNS maupun PPPK memiliki hak sekaligus tanggung jawab 

untuk mengembangkan kompetensinya sesuai amanat Undang-Undang ASN dan peraturan 

turunannya. Pengembangan kompetensi bukan hanya dimaksudkan untuk mendukung 

pelaksanaan tugas, melainkan juga sebagai upaya meningkatkan kapasitas, memperkaya 

wawasan, serta memperkuat integritas dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pelayanan publik. 

 

Melalui penyusunan buku petunjuk ini, diharapkan seluruh ASN dapat menyusun 

rencana pengembangan kompetensi secara lebih mudah, terarah, sistematis, serta selaras 

dengan kebutuhan organisasi. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam 

peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata 

kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel. 

 
Pangkalpinang, 1 September 2026 

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
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PENDAHULUAN 

A. Dasar Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; 

4. Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 

5. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2018 tentang 

Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

B. Maksud dan Tujuan 

Buku Petunjuk Pengisian Renbangkom dimaksudkan untuk memudahkan setiap 

Pegawai baik PNS maupun PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung untuk melakukan pengisian rencana pengembangan kompetensi pada tahun 

2026 baik jalur pendidikan maupun pelatihan. 

Booklet digital ini disusun sebagai upaya untuk memudahkan bagi pegawai dalam 

memahami alur dan prosedur pengisian, pengiriman rencana dan persetujuan rencana 

pengembangan kompetensi ASN. Melalui booklet digital ini diharapkan dapat menjadi 

sarana untuk menyebarluaskan informasi tentang alur rencana pengembangan 

kompetensi sehingga dapat meningkatkan kesadaran pegawai dalam mengembangkan 

kompetensi, karir, dan juga meningkatkan kinerja.  

C. Ruang Lingkup 

Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN ini meliputi PNS dan PPPK. Dalam 

hal ini ruang lingkup rencana pengembangan kompetensi (Renbangkom) terdiri dari: 

1. Rencana pengembangan kompetensi jalur Pendidikan, yaitu rencana Pegawai 

dalam mengembangkan kualifikasi Pendidikan formalnya dalam bentuk tugas 

belajar antara lain tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan dan 

tugas belajar biaya mandiri uyang tidak diberhentikan dari jabatan serta tugas 

belajar beasiswa yang diberhentikan dari jabatan. 

2. Rencana pengembangan melalui jalur pelatihan terdiri dari jalur pelatihan klasikal 

dan jalur pelatihan non-klasikal. Jalur klasikal melibatkan pembelajaran tatap 

muka melalui seminar, pelatihan, kursus, dan penataran. Sementara itu, jalur non-

klasikal mencakup metode seperti e-learning, coaching, mentoring, pelatihan jarak 

jauh, magang, studi banding, dan pertukaran pegawai, yang menekankan 

pembelajaran di tempat kerja, jarak jauh, atau di luar kelas. 

 



 

TAHAPAN PENGISIAN RENBANGKOM 

Bagian I : Menu Pengajuan Renbangkom 

 

1. Akses Portal SATAMASN di alamat ini https://satamasn.babelprov.go.id/web/auth/login 

Nanti akan tampil halaman Login seperti tampilan di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Masukkan Username dan Password 

➢ Kemudian Klik Login 

 

2. Akan tampil halaman Utama SATAMASN seperti di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Pilih Menu Simadig 

 



 

3. Di tampilan utama SIMADIG, Scroll ke bawah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Pilih Menu Renbangkom 

 

4. Pada Halaman Renbangkom Tahun 2026 dengan cara ubah Tahun menjadi 2026 > pilih menu 

+ Pilih Pengajuan Bangkom Tahun 2026 (Perencanaan Pengembangan Kompetensi) > Klik 

Pengajuan Kegiatan Baru Tahun 2026   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Pilih pengembangan kompetensi yang akan dilakukan di tahun 2026, apakah Pendidikan 

Formal (Tugas Belajar), Pelatihan Klasikal (Tatap Muka) dan atau Pelatihan Non Klasikal 

(Daring). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

6. Isikan dengan lengkap isian pengembangan kompetensi yang ingin diikuti. (Adapun kolom 

anggaran merupakan nilai perkiraan biaya kontribusinya). Setelah isian lengkap, centang 

formulir pengajuan dan kirim dengan klik Ajukan Rencana 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. Rekap usulan perencanaan pengembangan yang telah disusun menjadi kebutuhan 

pengembangan personal di tahun 2026 ini setelah dipertimbangan dengan cermat mengacu pada 

kebutuhan organisasi dapat diteruskan ke proses verifikasi atasan yang dilakukan melalui 

pemilihan opsi Kirim, apabila masih ada yang perlu diperbaiki silahkan pilih menu Edit dan 

apabila tidak ingin dilanjutkan/batal dapat pilih menu Hapus. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

8. Setelah itu klik tombol kirim, maka tampilan akan berubah menjadi  pengajuan, sehingga 

tampilan seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Setelah disampaikan ke atasan, maka setiap atasan akan melaksanakan peran dalam 

pengembangan kompetensi bawahan yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing.  Untuk 

itu setiap atasan wajib melakukan Dialog Atasan – Bawahan untuk menemukenali 

kesenjangan kinerja dan kompetensi yang perlu segera diatasi serta menentukan bentuk dan 

jalur pengembangan kompetensi yang sesuai untuk mengatasinya. Verifikasi dari atasan wajib 

diberikan alasan baik diterima maupun ditolak. Hasil verifikasi atasan ini menjadi dasar 

kebutuhan pengembangan kompetensi di tiap PD lokasi PNS bertugas yang akan dikompilasi 

dalam perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung.  

Peran Atasan tersebut dilakukan melalui menu Lain-lain > klik verifikasi > ubah tahun menjadi 

2026 > klik Lakukan Tindakan   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atasan menyesuaikan syarat jabatan dengan profil pegawai serta mempertimbangkan kebutuhan 

organisasi dan pengembangan karir bawahan, atas dasar pertimbangan objektif atasan 

menyetujui atau menolak usulan dan wajib mengisi alasan diterima dan atau ditolak usulan 

perencanaan pengembangan kompetensi yang diajukan oleh bawahannya. Verifikasi atasan 

akan menjadi data Perencanaan Pengembangan Kompetensi PNS di masing-masing Perangkat 

Daerah dan menjadi bagian dari dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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2026-01-03 



 

Bagian II : Pada Saat Pelaksanaan 

1. Apabila waktu penyelenggaraan telah sesuai maka setiap PNS wajib mengupdate status 

perencanaan bangkomnya dengan cara membuka pengajuan bangkom > pilih usulan 

yang telah diterima atasan > pilih pelatihan yang sesuai dan pilih tombol MULAI > 
konfimasi OK; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Isi waktu pelaksanaannya dari mulai sampai dengan selesai, materi yang diperoleh, 

tempat penyelenggaraan dan laporan yang disampaikan (sekali, perhari, perminggu, 

perbulan, per tahun) ini akan berkaitan dengan pola pelaporan hasil pengembangan 

kompetensi di MENU LAPORAN; 
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Bagian III : Menu Pengajuan Rekomendasi Pengembangan Kompetensi 

Menu Pengajuan Rekomendasi Pengembangan Kompetensi adalah menu untuk 

mendapatkan persetujuan BKPSDM terhadap pengembangan kompetensi yang 

diselenggarakan di luar yang dilaksanakan oleh BKPSDM dengan/atau tanpa biaya 

kontribusi (dana di masing-masing PD atau dari BKPSDM) sesuai ketentuan Peraturan 

Gubernur Kepulauan Bangka Beitung Nomor 47 Tahun 2018. Pengajuan dilakukan dengan 

langkah sbb: 
 

1. Klik menu pengajuan baru di bagian pengajuan rekomendasi, kemudian pilih jalur dan 

bentuk pengembangan kompetensi yang akan dimintakan rekomendasi pelaksanaan 

dari BKPSDM antara pelatihan klasikal atau pelatihan non klasikal; 

 

2. Isi kolom data pelatihan yang akan diusulkan untuk mendapatkan rekomendasi, jenis 

pelatihan berisi substansi materi yang akan didapat (sesuaikan dengan perencanaan 

pengembangan kompetensi yang telah disusun sebelumnya), tanggal 

penyelenggaraan, besaran biaya, upload surat usulan dari PD dan pemanggilan 

peserta. Berikan pernyataan pengajuan dan sampaikan ke BKSPDMD; 

 



 

3. Konsep pengajuan yang disampaikan, silahkan di-cek status pengajuan di menu berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pada saat telah diterima/ditolak akan terlihat notifikasi dan akan disampaikan surat ke 

masing-masing PD asal PNS; 

 

 

 

Bagian IV : Menu Laporan 

1. Pada saat setelah selesai mengikuti pengembangan kompetensi, setiap PNS wajib melaporkan 

hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh BKPSDM atau 

lembaga lain (dengan rekomendasi dari BKPSDM) dengan memilih menu LAIN-LAIN dan 

pilih laporan, kemudian klik tombol kertas di sisi kanan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Maka akan tampil laman berikut: 
 

 

 

3. Klik input laporan pengembangan kompetensi yang telah dan diisikan data dengan memilih 

input laporan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PENUTUP 
 

Demikianlah Booklet Digital Pengisian Rencana Pengembangan Kompetensi ASN ini 

disusun sebagai panduan praktis bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. Harapannya, panduan ini dapat membantu setiap ASN dalam 

memahami serta mengisi rencana pengembangan kompetensi secara lebih mudah, cepat, dan 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

Kami menyadari bahwa penyusunan booklet ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena 

itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi 

penyempurnaan di masa mendatang. 

 

Semoga booklet digital ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung peningkatan 

kompetensi, profesionalisme, serta kinerja ASN, sehingga mampu mewujudkan pelayanan publik 

yang berkualitas dan berdaya saing. 
 


